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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan 

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan 

nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

memperhatikan tantangan perkembangan global yang dalam pelaksanaannya 

mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai - nilai luhur yang universal untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju 

dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. Untuk melaksanakan pembangunan nasional 

tersebut, diperlukan upaya dan usaha bersama dalam segala aspek kehidupan bangsa, 

baik oleh penyelenggara negara, yaitu lembaga tertinggi negara dan lembaga - 

lembaga tinggi negara bersama - sama dengan segenap rakyat Indonesia di seluruh 

wilayah negara Republik Indonesia.

Di tengah upaya pembangunan nasional tersebut, dimana membutuhkan dana 

yang sangat besar untuk dipergunakan dalam rangka memperlancar jalannya 

pembangunan, adakalanya dana pembangunan tersebut diselewengkan, dipergunakan 

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalagunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

1
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kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dimana perbuatan ini dikenal sebagai tindak pidana korupsi.

Korupsi yang teijadi secara sistematik dan meluas bukan hanya berdampak 

negatif di bidang ekonomi, moneter dan politik, akan tetapi juga merupakan 

pelanggaran terhadap hak - hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga 

korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai 

kejahatan luar biasa atau “extra ordinary crimes”. Penanggulangan terhadap korupsi 

ini tidak hanya semata - mata dapat diselesaikan dengan cara -cara biasa melainkan 

dengan cara yang luar biasa dan khusus.

Menyadari hal tersebut maka pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan 

perundang - undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Pada tanggal

16 Agustus 1999 telah mengundangkan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengganti Undang - Undang

Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dalam masyarakat dalam permberantasan tindak pidana korupsi. 

Untuk mencapai kepastian hukum, menghilangkan keragaman penafsiran dan 

perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka perlu diadakan 

perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan Undang - Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan pada tanggal 21 

November 2001.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih efektif dalam mencegah dan 

memberantas tindak pidana korupsi, Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001



3

menegaskan lagi ancaman yang dimuat dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 

1999 berupa ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan 

pidana mati yang merupakan pemberatan pidana, serta pidana penjara bagi 

pelaku tindak pidana korupsi yang tidak membayar pidana tambahan berupa uang 

pengganti kerugian negara.

Hal yang menarik penulis di dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi adalah ancaman pidana minimal dan maksimal yang 

digabungkan dengan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif 

dengan menggunakan kata “dan” sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (l),

ancaman

Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12, secara utuh Pasal 2 ayat (1) berbunyi

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).1

Mengenai ancaman pidana penjara serta ancaman pidana denda dengan 

ketentuan “paling singkat” dan “paling lama” merupakan hal baru, dimana 

menurut Soeparman “Mengenakan hal baru dalam suatu undang — undang cenderung 

dikatakan mengikuti perkembangan dalam masyarakat yaang menuju ke 

modernisasi”.2

J Kata yang bercetak tebal dari penulis
2 Soeparman, Mencermati Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Dari Sisi Ancaman Pidana, Fortun Mandiri Karya, Jakarta, 2001, hlm 20
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Ancaman denda yang dicantumkan secara kumulatif di dalam Pasal 2 ayat (1), 

Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tersebut pada saatnya akan terkait dan mengikat proses penuntutan oleh penuntut 

dan proses penjatuhan pidana (pemidanaan) oleh hakim yang mau tidak mau 

harus tunduk dan terikat pada ancaman pidana tersebut. Ketentuan ancaman denda 

tersebut akan terasa kurang adil dalam arti dapat menjadi tidak seimbang bila 

dikaitkan dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak 

pidana korupsi tersebut yang dapat lebih kecil dari ancaman pidana denda minimal 

yang ditetapkan atau apabila terjadi jumlah kerugian keuangan negara yang 

ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut yang dapat lebih besar dari ancaman 

pidana denda maksimal yang ditetapkan. Muara dari masalah - masalah tersebut 

akhirnya akan membawa pada suatu pertanyaan, apakah ketentuan ancaman pidana 

denda minimal dan maksimal yang dicantumkan secara kumulatif dengan pidana

umum

penjara sebagaimana tercantum di dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9,

Pasal 10, Pasal 12 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi tersebut dapat dipertahankan sebagai hukum pidana positif.

Berangkat dari uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk memahami secara 

lebih mendalam hal tersebut guna mencari jawaban yang jelas dan terperinci dengan 

menuangkannya dalam skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Ancaman Pidana Denda Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
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B. Permasalahan

Dari uraian di dalam latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan

yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana implikasi yuridis dari pencantuman ketentuan ancaman pidana 

denda minimal dan maksimal secara kumulatif dan ancaman pidana penjara

minimal dan maksimal dalam Undang - Undang Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Bagaimana penyelesaian yuridis dari pencantuman ketentuan ancaman pidana

denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan ancaman pidana

penjara minimal dan maksimal dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Menyadari sangat luasnya pembahasan yang dapat dilakukan terhadap 

ancaman pidana denda ini, maka agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada dan menjadi terarah, maka penulis hanya akan 

menitikberatkan pada tinjauan terhadap ancaman pidana denda yang tercantum di 

dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang - 

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
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D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memahami implikasi yuridis yang timbul dari pencantuman ketentuan 

pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan

pidana penjara minimal dan maksimal dalam Pasal 2 ayat (1), paasal 

6, Pasal 8, Pasal 9, paasal 10, dan Pasal 12 Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Memahami penyelesaian yuridis terhadap akibat yang timbul dari 

pencantuman ketentuan ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara 

kumulatif dengan ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Pasal

ancaman

ancaman

2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang - Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat

berupa :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam rangka pengembangan 

kajian dan memperkaya khasanah bidang ilmu hukum pidana, khususnya 

mengenai pidana denda sebagai bagian dari sistem pidana dan pemindanaan di 

Indonesia
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2. Manfaat Praktis

Menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiraan bagi penyempurnaan 

undang - undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 

rangka pembangunan hukum pidana, khususnya dari sudut pidana denda 

sebagai bagian sistem pidana dan pemindanaan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan

implikasi dan penyelesaian yuridis yang timbul dari pencantuman ketentuan

ancaman pidana denda minimal dan maksimal secara kumulatif dengan

ancaman pidana penjara minimal dan maksimal dalam Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan di dalam penelitian ini berupa penelusuran 

kepustakaan ( library research ) dengan mempelajari bahan hukum, yaitu 

bahan hukum primer berupa perundang - undangan, bahan hukum sekunder 

yang berupa buku - buku, dan dokumen resmi dari pemerintah dan bahan 

hukum tersier yang berupa kamus hukum lainnya yang berkaitan dengan 

penelitian ini.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diambil melalui penelusuran kepustakaan berupa menganalisa 

perundang - undangan, sementara data primer sebagai pelengkap diambil 

melalui membaca dan mengkaji buku - buku literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

4. Teknik Analisa Data

Analisis yang akan digunakan adalah kualitatif yaitu penyorotan terhadap masalah 

serta usaha pemecahannya,3 dalam arti data tersebut akan dianalisis dan kemudian

disusun secara sistematis yang pada akhirnya dipergunakan sebagai bahan

penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (Ul-Press) 
Jakarta, 1986, hlm 32
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